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WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 

 PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU 

NOMOR  2  TAHUN  2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  

NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN 

 MENARA TELEKOMUNIKASI  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang : a. bahwa ditetapkannya keputusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor : 46/PUU-XII/2014 yang mencabut  Penjelasan 

Pasal 124 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 

tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah 

berdampak  pada  tidak   dilaksanakan    ketentuan  Tarif 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengawasan 

dan pengendalian menara telekomunikasi, perlu 

dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Bengkulu Nomor 02 tahun 2013 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai dasar 

penetapan tarif retribusi yang dibebankan kepada 

penerima layanan jasa pengawasan dan pengendalian 

menara telekomunikasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud  pada  huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 tahun 2013 tentang 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 57, Tambahan   Lembaran   Negara  Republik 

Indonesia Nomor 1091); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4247); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4252); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 

Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 

Tambahan  Lembaran   Negara   Republik Indonesia 

Nomor 2854); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU 

dan 

WALIKOTA BENGKULU 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 02 TAHUN 

2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 

TELEKOMUNIKASI. 

 

Pasal  I 

Beberapa  ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 

Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 

2013 Nomor 02) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal  19 

(1) Pemeriksaan  kelaikan  fungsi  bangunan  menara 

yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka 

waktu 20 (dua puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi 

darurat  dan  melaporkan hasil Pemeriksaan 

kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota 

secara berkala setiap tahun. 

(2) Pemeriksaan, pengawasan, pengecekan dan 

pengendalian terhadap bangunan menara 

dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.   

(3) Pengawasan, pengecekan, pengendalian dan 

penanggulangan bangunan menara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah 

Kota bersama-sama dengan penyedia dan/atau 

penyelenggara telekomunikasi selaku pengguna 

bangunan menara. 

(4) Kelaikan  fungsi  bangunan   menara yang menjadi 

satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung 

mengikuti ketentuan perundang-undangan 

mengenai bangunan gedung. 

 

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 27 

 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah 

kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian 

menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. 

 

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 28 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

ditetapkan untuk menutup sebagian biaya 

penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian 

menara telekomunikasi. 
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(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan 

langsung dengan kegiatan pengawasan dan 

pengendalian menara telekomunikasi. 

 

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 29 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

ditetapkan sebesar Rp. 2.082.000,- (dua juta delapan 

puluh dua ribu rupiah). 

 

Pasal II 

Peraturan  Daerah  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  

diundangkan. 

Agar   setiap   orang    mengetahuinya,   memerintahkan    

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu. 

 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal  26 September 2018 

 WALIKOTA BENGKULU, 

           cap/dto 

                 H. HELMI 

Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal  26 September 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 

Cap/dto   

MARJON 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR .2...... 

 

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU 

(2/27/2018)   


